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A. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

Outline Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Ombudsman RI 2015 - 2019
Gambaran Hasil Reviu Quick Wins 2015 - 2019
Umum ) Tantangan Reformasi Birokrasi di Ombudsman Rl

Strategi Peningkatan Reformasi Birokrasi di Ombudsman Rl
B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Reviu Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
Meningkatkan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
> Meningkatkan Kontribusi Agen Perubahan dengan Melakukan Penetapan Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi e-gov/SPBE

Melakukan Evaluasi Proses Bisnis dan Evaluasi Kelembagaan

D Melakukan assessment terhadap seluruh Pegawai sebagai dasar pengembangan pegawai

Melakukan evaluasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system
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OUtIIne ) Penerapan manajemen risiko berbasis kinerja hingga level terendah dan menyeluruh terhadap
Gamba ran semua unit kerja Ombudsman Rl

Umum Y Memperluas pemahaman masyarakat terhadap peran dan tugas Ombudsman Rl

(La njUtan) Y Melakukan Survei Kepuasan Masyarkat (SKM) secara berkala

C. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ombudsman RI

Capaian 8 Area Perubahan
» Alur Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

) 10 Unit Kerja yang diusulkan ke KemenPANRB




Q) eunsman
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl 2015 - 2019

B 2015
B 2016
B 2017
N 2018

I 2019
Rincian Komponen Pengungkit dan Hasil
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi tiap-
tiap komponen penilaian menunjukkan fluktuasi
naik/turun, sebagai berikut:

2015 32.58 24.15

2016 37.89 27.22

56.73 65.11 68.07 66.95 69.26 2017 38.81 29.26
2018 36.15 30.80
2019 38.20 31.06




@ www.ombudsman.go.id y @ombudsmanRI137 @ombudsmanRI137 @ 137

Q) 2veunsman

N

Hasil Reviu Quick Wins 2015 - 2019

I -

1. Penerapan aplikasi e-kinerja

2. Penerapan aplikasi Sistem Dokumentasi Informasi
Hukum

Integrasi Daftar hadir pegawai seluruh Indonesia
Penyimpanan arsip keuangan secara elektronik

5. Dashboard realisasi anggaran Perwakilan

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
melalui pembentukan bendahara pengeluaran
pembantu dan distribusi Pejabat Pembuat
Komitmen yang lebih proporsional.

2. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi
informasi

=
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Tantangan Reformasi Birokrasi di Ombudsman RI

@ Kelembagaan Optimalisasi Kehadiran Ombudsman Rl

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dikarenakan masih banyak masyarakat belum
dan wewenang Ombudsman Rl memahami sepenuhnya tugas dan fungsi
yang meningkat di Pusat dan Ombudsman R

Perwakilan perlu didukung oleh
kapasitas kelembagaan yang
memadai

@ Sumber Daya Manusia Internalisasi Reformasi Birokrasi
Perlu adanya Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan bagian integral

Pengembangan dan Pelatihan yang seharusnya menyatu pada seluruh kegiatan
di setiap unit kerja di Ombudsman Rl

Sumber Daya Manusia serta
perlu ditingkatkan kerja sama
dengan instansi Pembina

A ‘
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Strategi Peningkatan Reformasi Birokrasi di Ombudsman RI

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang perlu dilaksanakan
transformasi kelembagaan menuju kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur

Penyusunan Grand Design Khusus Pengembangan dan Pelatihan Asisten terkait teknis pengawasan
pelayanan publik yang harus dibangun sendiri oleh Ombudsman RI

Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP), sebagai dasar dan panduan bagi seluruh
unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melakukan pengembangan kompetensi ASN

Meningkatkan manajemen ASN dengan melaksanakan Pengukuran Penilaian Mandiri Indeks
Penerapan Sistem Merit yang diselengarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara
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Strategi Peningkatan Reformasi Birokrasi di Ombudsman RI

Memaksimalkan penggunaan media sosial antara lain: Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube sebagai media
menyebarluaskan informasi yang dianggap perlu disampaikan kepada masyarakat

Melaksanakan Kegiatan “Ngopi Bareng Ombudsman RI” tujuannya sebagai wadah yang disediakan oleh Ombudsman
Rl agar Pewarta dari media massa dapat menggali informasi langsung dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Ombudsman RI. Acara ini mengambil konsep talk show dengan dibalut nuansa santai dan akrab

masyarakat untuk melapor ke Ombudsman RI dan hal ini juga dilakukan sebagai upaya jemput bola sekaligus
mengenalkan lembaga Ombudsman kepada masyarakat pengguna layanan publik

° Melaksanakan Kegiatan “PVL On The Spot” baik di Pusat dan Perwakilan, yang bertujuan meningkatkan kesadaran

Mendorong setiap seluruh unit kerja pusat dan perwakilan memiliki agen perubahan yang ditetapkan dengan surat
tugas oleh masing-masing kepala unit kerja, yang bertujuan sebagai katalisator perubahan

Menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung program pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Ombudsman RI
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o
— Rekomendasi 1 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 di
v

lingkungan Ombudsman RI. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi acuan
untuk penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang selaras dengan
Renstra Ombudsman Rl 2020-2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional

Tindak Lanjut

Reviu Road Map Reformasi Birokrasi
Ombudsman Rl 2015 - 2019

ROAD MAP ;
REVIU REFORMASI BIROKRASI =
Tahun 2015-2019
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Rekomendasi 2 Meningkatkan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh unit
kerja sehingga tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan di Kelompok
Kerja Reformasi Birokrasi

<<<

Tindak Lanjut

0
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. :

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi TR Em————" —

2. Para Kepala Ki Utama Ombud Republik Indonesia

3. Para Kepala Perwakilan Ombud Renublik

pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019, Ketua 1 okt i s K iy Seoa. Jederl Ot

Republik Indonesia

Ombudsman Rl mengeluarkan Surat Edaran Ketua

NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

Ombudsman Republik Indonesia Nomor 28 Tahun FERCEPATAN FELASANAY REPORAS BIOKRAS

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi R

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Birokrasi di Lingkungan Ombudsman Republik il b e e A e

Tahun 2019 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

/ / H Ref Birokrasi Nomor B/45/S.RB/00,2020 tanggal 11 Maret 2020
Indonesia, sebagai komitmen lembaga dalam satoimspeal o bine
percepatan  pelaksanaan reformasi  birokrasi  di  Lingh n

melakukan internalisasi pelaksanaan Reformasi Ot et

1 MAKSUD DAN TUJUAN

Birokrasi di seluruh unit kerja pusat dan perwakilan Mokt don i S Bdarn i o sk e

pelal reformasi birok di Lingkungan Ombudsman Republik

Indonesia.
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Tindak Lanjut 1. . ;,""',':",:’:Q |I o Sosialisasi PMPRB
o o i ke seluruh unit kerja

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 28 E N\ pusat dan

Tahun 2020, Penilaian Mandiri Eﬂ:ﬂ':’.’,'.'.l..,w j) perwakilan tanggal

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di ol .

lingkungan Ombudsman RI

dilaksanakan pada:
® 6 Unit Kerja di Sekretariat Jenderal

® 11 Keasistenan Utama
* 34 Perwakilan Ombudsman RI

Bimtek pengisian LKE
seluruh unit kerja pusat dan
perwakilan tanggal 18 Juni

; *0000AO0000083000
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Rekomendasi 3 Mendorong kontribusi agen perubahan dengan melakukan penetapan rencana
aksi agen perubahan yang dilengkapi dengan target-target perubahan

€<

Pelaksanaan pemilihan Agen
Perubahan di : 15 Unit Kerja melengkapi Pemilihan Agen Perubahan
e R * 6 unit Es.2 Sekretariat Jenderal persyaratan pemilihan Agen Ombudsman RI tanggal 22 Juni
* 11 Keasistenan Utama Perubahan Instansi oleh:
* 34 Perwakilan * Penanggungjawab Tim RB
* Ketua Tim RB
* Para Ketua Pokja

* Para Wakil KetuaPokja
o OMBUDSMAN

e o
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA Google Form pemilihan
Agen Perubahan

Agen Perubahan Ombudsman RI

15 tanggapan

Menerima tanggapan @)

Proses pemilihan:

* Pemutaran video visi misi
15 Agen Perubahan unit
kerja

* VVoting dengan media

v R sl google form
& A e
DW =

Individual

Ringkasan Pertanyaan

Agen Perubahan yang Dipilih

15 tanggapan

Rekapitulasi
suara

Agen Perubahan Ombudsman RI:
Zayanti Mandasari (Asisten Kalimantan Selatan)
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Rekomendasi 4 Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi e-gov sebagai penunjang
kinerja Ombudsman Rl

d
<<

[ Aspek SPBE Target [___] Aspek SPBE Indeks

Tindak Lanjut R/ Hasil Evaluasi Mandiri SPBE
S T , sebesar 4,45

Kebijakan Intemal Lay SPBE

Layanan AdPem Berbasis Elektronik Kelembagaan

—

Teknologi Informasi dan Komunikasi Strategi dan Perencanaan
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Rekomendasi 5 Melakukan evaluasi proses bisnis dan evaluasi kelembagaan sehingga dapat
mendukung ketercapaian kinerja organisasi dan menggambarkan hubungan
kerja yang jelas antar masing-masing unit organisasi

V

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

OMg
K ERATURAA. . "epugg /y 9}%‘!&#]
PETUNJUK TEKNIS Ren4zy - "
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Noy, < OMEUDSMA
NOMOR 1 TAHUN2019 Py R2 My, BBy
APROSES E’SMSD[ TEN"“\'G 2020 BLIKII\DONESM
BAB OMsoDSMgA‘G’%c Soizg
i 'Reryg, 4Rl
PENDAHULUAN DENGMRAHAM KMDOA,ESIA JEA’DERAL
1. Umum 4815 gy VAN p Magy
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nes R MEUDSW *
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 201 Me"‘mbang . Re UBLIKINDOAE
: S,

a,
Penyusunan  Peta Proses Bisnis Instansi Pemerinta ety un,
melaksanakan tugas dan fungsi, Ombudsman Republik In¢
menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan tata hr

yang cfektif dan efisien antar Unit Organisasi.

Juknis Penyusunan Proses Bisnis dan
Penetapan Persekjen tentang Peta Proses Bisnis

Laporan Evaluasi Kelembagaan
Sekretariat Jenderal

LAN - OMBUDSMAN - KSI

LAPORAN
STUDI
ORGANISASI
OMBUDSMAN
REPUBLIK
INDONESIA

BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA IV (VT Oomwosnm GLANM

Laporan Evaluasi Kelembagaan
dan Audit Organisasi

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA KEASISTENAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi,
dan g Ombud: Republik Ind ia, serta

memperjelas  organisasi dan tata kerja Asisten

Peraturan Ombudsman RI Nomor
43 Tahun 2020 tentang OTK pada
Keasistenan Ombudsman Rl
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—“v Rekomendasi 6 Melakukan assessment terhadap seluruh pegawai sehingga dapat memetakan
= gap kompetensi yang menjadi dasar untuk membangun rencana pengembangan

kompetensi pegawai

Tindak Lanjut

et al o sl
Y = =mirl

| o [al®] "Il'm
N AL B

F. -..LCJ fi , .

LAPORAN HASIL
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
- PENGEMBANGAN KOMPETENSI

TAHUN 2019 P=SAT,PENICAIANIKOMPETENSIASN

Y, A

:_‘:‘h ¥
§ey >

Kegiatan Sharing Knowledge
Penyusunan HCDP

Pelaksanaan Assessment
Jabatan Tinggi Pratama

Wawancara ldentifikasi Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi
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Rekomendasi 7 Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan laporan pengaduan
masyarakat dan whistleblowing system yang masuk dari semua jenis kanal
pengaduan

<<<

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Penanganan WBS dan Penegakan Etik E Pe nya m pa |a n
= | aporan

@& Pengaduan
Masyarakat pada
Rapat Pimpinan
Mingguan

Diagram Aduan berdasarkan Unit Teradu sampai dengan 13 Juli 2020

A

;

! .
.

LAPORAN HASIL MOMTORING DAN EVALUAS!
ATAS PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PERIODE APRIL 2020
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN R}

A, Latar Belakang
Inspekiorat mecupakan Aparal Peng, Intern  Pemer) (AP)
fingkungan Ombudsman Repubik Indonesia melalu kegiatan audi, reviv, ef
pemantauan pengaduan interna) dan kegiatan pangawasan lainnya. Salah satu
dan Inspektocal Ombudsman Reputk Indonesia adalah melaksanakan
pengelolaan dan pemantauan atas Sstem Pelaporan dan Penanganan Pelan

Lingkungan Ombudsman yang selanjutnya disebut WBS
Tujuan Pengelolaan WBS adalah untuk menciptakan situasi yang kon

Jenis Pelanggaran terbesar

terkait SOP:
pelayanan di Ombudsman dan mendorong pengaduan hak-hal yang dapst 7 Keberatan atas penutupan
X X . s laporan
kerugian negara bena finansial maupun non finansial, lenmasuk yang da '/ Ao v Lambat dalam penanganan
X a
cltra orgamisas:, Pengelolaan WBS juga ditujukan unluk memberikan wadah v + Tetak melakukan Kiarifcasi

kembali kepada Pelapor
v Ingin dipertemukan (proses
mediasi)

Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat
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Rekomendasi 8 Mengembangkan penerapan manajemen risiko berbasis kinerja hingga level

terendah dan menyeluruh terhadap semua unit kerja Ombudsman Rl pusat
maupun kantor-kantor perwakilan

3
€<

Tindak Lanjut

‘Ng=pi Bareng
= v audsma
A

Sosialisasi
Manajemen
Risiko pada Unit
Kerja Pusat

Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015

Sosialisasi Manajemen
oleh Tim Audit NQA Indonesia

Risiko pada Rakernas
awal tahun 2020
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_“ Rekomendasi 9 Memperluas pemahaman masyarakat terhadap peran dan tugas Ombudsman Rl

sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik karena masih rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan maladministrasi
pelayanan publik yang dikelola oleh Ombudsman Rl

3
L 9 § ¢

= Kegiatan “Ngopi
Bareng dan
Diskusi publik”

@ & 8 & & ) 0 0 0800 0000 =
5 . 5 d - ~

Berbagai Akun Media Sosial Ombudsman Rl
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Sulawesi Utara

Tindak Lanjut

sy & ) ‘
engalami ! 2 O
Maladministrasi fhes | ¢

layanan Publik? : \
OMBUDSMAN

A\ paikan Kepada Kami
MEPUBLIXK INDONESIA
Fereebion bapimann

"Ayo Sampaikan Keluhan Seperadik
Terkait Pelayanan Publik”

& Senin, 27 Juli 2020
@ 09.00 s/d Selesai
Bandara Depati Amir Pangkalpinang

pian Mana Wé‘ 'h\\\\\ 5 & pengaduan.babel@ombudsman.go.id
Pe\a\}?:‘ il ity pal ¥ Ombudsman Rl Bangka Belitung
“;;‘;:‘m‘ . Wan Kamt b 1% el @ ombudsmanbabel137 © 08119733737 = (0717) 9114183

Jawa Tengah

Kalimantan Selatan
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Rekomendasi 10 Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala atas pengelolaan
pengaduan yang dilaksanakan oleh Ombudsman Rl dan hasil SKM tersebut menjadi
dasar untuk peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan pengaduan

Keterangan: Interval Nilai

. . Ul-U9 : Unsur-Unsur Pelayanan Nilai SKM Nilai SKM Mutu Kinerja Unit
T| n d a k La nJ ut NRR : Nilai Rata-Rata (skala 4) (skala100) | Pelay Pelay
NRR Per Unsur : Jumlah Nilai per Unsur dibagi Jumlah Kuesioner terisi 3.26-4.00 81.26-100.0 A Sangat Baik
NRR Tertimbang : NRR per Unsur x Bobot nilai per Unsur 2.51-3.25 62.51-81.25 B Baik
1.76 -2.50 43.76 - 62.50 C Kurang Baik
1.00-1.75 25.00-43.75 D Tidak Baik
Hasil Pelaksanaan
NILAI UNSUR, MUTU PELAYANAN, KINERJA UNIT PELAYANAN S u rvey Ke p uasan
____ Masyarakat
No. UNSUR PELAYANAN NILAIUNSUR |  BOBOT NRR Tert. _ Mutu Kinerja Unit
U1 K ian persy dengan jenis pelay 3,32 0,11 0,37 A Sangat Baik
U2 Kemudahan prosedur 3,34 0,11 0,37 A Sangat Baik
U3 Kecep waktu pelay 3,15 0,11 0,35 B Baik
U4 Pembedaan pelay k han normal dan khusus 2,34 0,11 0,26 C Kurang Baik
us K ian produk pelay yang diterima 3,22 0,11 0,36 B Baik
U6 Kompetensi petugas 3,39 0,11 0,38 A Sangat Baik
u7 Kesopanan dan keramahan petugas 3,49 0,11 0,39 A Sangat Baik
us Kualitas sarana dan prasarana 3,15 0,11 0,35 B Baik
U9 Ketersediaan p g pengad 3,81 0,11 0,42 A Sangat Baik
Nilai SKM (Indeks Unit Pelayanan) 3,25 B Baik
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Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Ombudsman Republik Indonesia
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Capaian 8 Area Perubahan

Manajemen Perubahan
Pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilaksanakan diseluruh
unit kerja Sekretariat Jenderal, Keasistenan dan Perwakilan

Deregulasi Kebijakan

Pengembanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) dengan penambahan layanan produk
hukum satu pintu, advokasi hukum, dan
terintegrasi dengan JDIH Nasional

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Telah dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) dan peningkatan pemanfaatan Tl dalam
memberikan pelayanan publik.

Penataan dan Penguatan Organsisasi
Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja
Keasistenan dan penyederhanaan birokrasi di
Sekretariat Jenderal.

B]C]

Penguatan Pengawasan
Hasil tingkat maturitas SPIP dan IACM berada level 3
dan penambahan wajib lapor LHKPN dan LHKASN.

RB

Penataan Tata Laksana
Penetapan Peraturan terkait proses bisnis dan
penerapa SPBE melalui pelaksanaan e-office

Penguatan Akuntabilitas
Penajaman indikator dengan disusunnya matriks

kinerja dan pendanaan Ombudsman Rl serta

kerangka regulasis serta pemanfaatan Tl dalam
proses perencanaan dan moneuv. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks
Penerapan Sistem Merit
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Tahap Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Tahap |

Assessor baik pusat
maupun unit kerja
melakukan pengisian
lembar kerja evaluasi
pada aplikasi PMPRB
8 - 25 Juni

0

Tahap Il

Pelaksanaan verifikasi
oleh TPI, dilaksanakan
secara Wawancara

dan metode verifikasi

Lembar Kerja Evaluasi
Hasil verifikasi

tersebut sebagai

dasar pengusulan 10
unit kerja

23 - 29 Juni

|1D?3I102||

Tahap Il

Penggabungan hasil
Penilaian Mandiri

Lembar Kerja Evaluasi
Pusat dan Unit Kerja

pada komponen
pengungkit aspek

pemenuhan, untuk di
sampaikan kepada

Sekretaris Jenderal
29 Juni

Sekretaris Jenderal
melakukan submit

hasil penilaian mandiri
pada komponen

pengungkit aspek
pemenuhan
ke KemenPANRB
dengan nilai sebesar
18,33
30 Juni

Tahap V

Verifikasi ulang
dan tindaklanjut
Catatan TPl sehingga

terdapat peningkatan
hasil penilaian mandiri

pada komponen
pengungkit aspek
Pemenuhan sebesar
19,5
3 - 18 Agustus
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10 Unit Kerja yang di Usulkan ke KemenPANRB

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

o |

Inspektorat

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat

Keasistenan Utama Manajemen Mutu

Perwakilan Jambi

Perwakilan Bali



Terima Kasih

OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



